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KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

Mengingat

BUPATI DONGGALA,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Donggala;

bahwa untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP
guna peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Donggala, perlu Pedoman Penyusunan
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang berlaku secara internal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Donggala;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan



Memoerhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

MEMUTUSKAN :

Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Donggala sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | sampai dengan lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

Pedoman penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja
instansi  pemerintah kabupaten donggala sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai
acuan di lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 03 Februari 2025

BUPATI DONGGALA

—

VERA ELENA LARUNI



